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ABSTRAK

Skripsi Disusun oleh Yulianus Stefanus Sawi Djawa, NIM: 2018110841 dengan Judul
Peran Jaksa Penuntut Umum Mengungkapkan Kebenaran Materil dalam Persidangan
Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa (Studi Kasus
Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut
Umum mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan tindak pidana pencabulan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor:
66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Jaksa
Penuntut Umum dalam mengungkapkan kebenaran materil pada persidangan tindak pidana
pencabulan.

Permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum
mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kebenaran materil pada persidangan tindak
pidana pencabulan.

Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Ngada dan Pengadilan Negeri Bajawa.
Adapun metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis
sosiologis. Data diperolen melalui teknik wawancara, pengamatan/ observasi dan studi
kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan
kebenaran materil dalam persidangan tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Bajawa (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) adalah
mengumpulkan dan mengajukan alat bukti yang tepat untuk diperiksa di depan pengadilan.
Berdasarkan alat bukti yang ada, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana
dalam dakwaan alternatif kedua. Faktor-faktor yang menghambat peran Jaksa Penuntut Umum
dalam mengungkapkan kebenaran materil pada persidangan tindak pidana pencabulan adalah:
(1). Faktor intern yakni: a). kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum
dalam melihat peran korban pencabulan; b). Jaksa Penuntut Umum kurang berkoordinasi
dengan Penyidik. (2). Faktor ekstern yakni: a). Sulit untuk meminta keterangan dari korban
dikarenakan korban masih di bawah umur, korban terkadang sangat trauma dan merasa
ketakutan; b). Korban menyetujui terjadinya tindak pidana pencabulan (dilakukan atas dasar
suka sama suka); c). Belum adanya aturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran
korban; d). Kurangnya partisipasi saksi dalam proses persidangan; €). Putusan Hakim yang
terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memenuhi rasa
keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Kesimpulannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran materil dalam persidangan
tindak pidana pencabulan Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk menggunakan alat bukti yang
tepat untuk menjerat terdakwa yang harus dibuktikan di muka pengadilan. Selain itu terdapat
factor-faktor yang menghambat peran Jaksa Penuntut Umum mengungkapakan kebenaran
materil faktor intern dan faktor ekstern. Beberapa saran yakni Hakim dalam menjatuhkan
putusan pada tindak pidana pencabulan terhadap anak hendaknya dapat memenuhi rasa
keadilan kepada korban, Jaksa perlu menguasai kajian study victimology terutama peran
korban dalam terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, pelaku tindak pidana pencabulan
tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orangtua dapat melakukan pengawasan yang ketat
kepada anak serta masyarakat perlu menjaga lingkungan dari potensi adanya kesempatan bagi
pelaku pencabulan dalam mencari korban.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Kebenaran Materil, Tindak Pidana Pencabulan
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ABSTRACT

Thesis Compiled by Yulianus Stefanus Sawi Djawa, NIM: 2018110841 with the title The
Role of the Public Prosecutor in Revealing the Material Truth in the Trial of the Crime
of Obscenity in the Legal Area of the Bajawa District Court (Criminal Case Study
Number: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw

This study aims to determine and analyze the role of the Public Prosecutor in revealing
the material truth in the trial of criminal acts of sexual abuse in the jurisdiction of the Bajawa
District Court (Criminal Case Study Number: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) and to find out the
factors that influence hinder the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth in
the trial of the crime of obscenity.

The main problem in writing this thesis is that the Public Prosecutor has difficulty in
revealing the material truth at the trial of the criminal act of obscenity.

This research is located in the Ngada District Court and the Bajawa District Court.
The method used is empirical research with a sociological juridical approach. The data were
obtained through interview techniques, observation/observation and literature study. The data
were then processed and analyzed descriptively.

The results of the study indicate that the role of the Public Prosecutor in revealing the
material truth in the trial of criminal acts of obscenity in the jurisdiction of the Bajawa District
Court (Criminal Case Study Number: 66/Pid.Sus/2021/PN Bjw) is to collect and submit
appropriate evidence for examination. Based on the available evidence, the defendant was
legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "persuading a child to have
intercourse with him" as stated in the second alternative indictment. The factors that hinder the
role of the Public Prosecutor in revealing the material truth at the trial of the criminal act of
obscenity are: (1). Internal factors, namely: a). lack of knowledge and ability of the public
prosecutor in seeing the role of victims of sexual abuse; b). The Public Prosecutor did not
coordinate with Investigators. (2). External factors are: a). It is difficult to ask for information
from the victim because the victim is still a minor, the victim is sometimes very traumatized
and feels afraid; b). The victim agrees to the occurrence of a criminal act of obscenity
(performed on a consensual basis); c). The absence of strict and clear rules regarding the role
of the victim; d). Lack of witness participation in the trial process; €). The judge's decision is
too light so that it does not provide a deterrent effect for the perpetrators and does not fulfill
the sense of justice that develops and lives in society.

The conclusion is that in order to reveal the material truth in the trial of the criminal
act of sexual abuse, the Public Prosecutor is required to use appropriate evidence to ensnare
the defendant which must be proven before the court. In addition, there are factors that hinder
the role of the Public Prosecutor in revealing the material truth of internal and external factors.
Some suggestions are that the judge in making a decision on the crime of sexual abuse of a
child should be able to fulfil a sense of justice to the victim, the prosecutor need to master the
study of victimology studies especially the role of the victim in the occurrence of a criminal
act of obscenity, the perpetrator of the crime of obscenity does not repeat his actions and parents
can supervise strict rules for children and the community need to protect the environment from
potential opportunities for molesters to find victims.

Keywords: Public Prosecutor, Material Truth, Crime of Obscenity
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